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BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim Membatalkan Sertipikat Hak Milik warga masyarakat

madawau cenderung lebih mempertimbangkan bukti-bukti tertulis dan

keterangan para saksi yang diajukan oleh Yayasan Islam Bima selaku

Penggugat karena dianggap saling berkaitan satu sama lain, sehingga bukti

kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah para Tergugat dan juga bukti

penguasaan atas tanah para Tergugat tidak dianggap sebagai bukti yang kuat

oleh hakim di dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Rbi.

2. Perlindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Terhadap Pihak Yang Tercatat

Dalam Sertifikat Hak Milik Yang Dibatalkan Oleh Hakim yaitu bahwa

pemegang sah hak atas tanah harus diberikan perlindungan baik secara represif

yaitu dengan adanya ketentuan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan secara preventif yaitu

dengan adanya asas domein verklaring, kemudian profesionalitas hakim dalam

menentukan pemegang sah hak atas tanah dengan adanya sertifikat hak milik

atas tanah sang dibutuhkan, dan dengan memberikan upaya hukum yang

mencakup upaya hukum perlawanan (verzet), banding, dan kasasi sebagai

bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang kalah dalam perkara.
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B. Saran

1. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara mengenai sengketa hak

milik atas tanah dan untuk lebih menggali masalah-masalah dalam hukum

pertanahan yang berkaitan dengan sengketa hak milik atas tanah, majelis hakim

dapat menambah alat bukti saksi dengan menghadirkan ahli di bidang

pertanahan (saksi ahli) untuk meminta saran kepadanya sebelum mengeluarkan

putusan. Hakim yang menangani suatu perkara dapat memperoleh keterangan

atau penjelasan tambahan dari para ahli yang ahli dibidangnya untuk

memperkuat dasar putusan dan mengantisipasi agar putusan yang dikeluarkan

tidak menjadi putusan yang kurang tepat, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak

yang dirugikan karena hakim kurang menggali keterangan dan penjelasan

mengenai permasalahan yang sedang ditanganinya.

2. Perlu adanya sosialisasi dan peran aktif dari Panitera Pengadilan kepada pihak-

pihak yang berperkara di Pengadilan mengenai hak-hak yang dapat

diperoleh/dilaksanakan dalam hal ini perlindungan hukumnya, sehingga tidak

ada lagi pihak-pihak yang dirugikan karena kurangnya pemahaman mengenai

prosedur hukum.
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